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BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

.a.

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun
2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang
Penjabaran  Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai
rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf
a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Ogan Komering Ulu Timur.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4347);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);




10.

11.

12.

13.

14,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor ©6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 10);




Menetapkan

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor
S5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor
4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 4);

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan
Daerah Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Ogan
Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-
Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta
Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020




Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 95.307.626.694,91
b. Dana Perimbangan Rp 1.182.298.788.398,00
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 720.064.588.251,00

Jumlah Pendapatan Rp.1.997.671.003.343,91

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 618.736.656.131,27
2) Belanja Bunga Rp. ©.695.990.019,00
3) Belanja Subsidi Rp. 1.200.000.000,00
4) Belanja Hibah Rp. 80.542.851.550,00
S5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,00
6) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi Rp. 6.531.503.247,70
6) Belanja Bantuan Keuangan kepada

Kabupaten dan Pemerintahan Desa Rp. 344.615.668.997,00
7) Belanja Tidak Terduga Rp. 3.058.935.269,00

Rp.1.061.381.605.213,97
b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 31.103.888.882,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 367.108.436.400,98
3) Belanja Modal Rp. 440.579.396.456,78

Rp. 838.791.721.739,76

Jumlah Belanja Rp.1.900.173.326.953,73

Surplus / (Defisit) Rp. 97.497.676.390,18

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 19.371.720.045,94
b. Pengeluaran Rp. 31.684.951.235,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. (12.313.231.189,06)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 85.184.445.201,12

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran IT Peraturan Bupati ini.




Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur.

Ditetapkan di Martapura,
pada tanggal, 2 Agustus 2021

Diundangkan di Martapura,
pada tanggal, 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN'OGAN KOMERING ULU TIMUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2021 NOMOR 47




Lampiran I

Peraturan Bupati
Nomor : 47 Tahun 2021
Tanggal : 2 Agustus 2021

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

pritiied By Simlld

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOMOR URAIAN
URUT ANGGARAN SETELAH REALISASI 9
PERUBAHAN (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN 1.998.301.201.482,00 1.997.671.003.343,91 (630.198.138,09) 99,97
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 95.976.284.218,00 95.307.626.694,91 (668.657.523,09) 99,30
1.1.1 Hasil Pajak Daerah 34.052.865.518,00 34.032.969.867,81 (19.895.650,19) 99,94
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 16.167.418.700,00 11.342.124.263,40 (4.825.294.436,60) 70,15
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.500.000.000,00 2.806.016.291,29 306.016.291,29 112,24
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 43.256.000.000,00 47.126.516.272,41 3.870.516.272,41 108,95
1.2 DANA PERIMBANGAN 1.147.784.483.751,00 1.182.298.788.398,00 34.514.304.647,00 103,01
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 145.587.144.751,00 184.066.965.403,00 38.479.820.652,00 126,43
1.2.2 Dana Alokasi Umum 759.212.795.000,00 754.627.379.000,00 (4.585.416.000,00) 99,40
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 242.984.544.000,00 243.604.443.995,00 619.899.995,00 100,26
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 754.540.433.513,00 720.064.588.251,00 Ga.ﬁm.mAm.NmNoS 95,43
1.3.1 Pendapatan Hibah 85.469.500.000,00 85.664.530.000,00 195.030.000,00 100,23
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 88.210.387.343,00 76.119.724.429,00 (12.090.662.914,00) 86,29
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 33.454.919.000,00 33.454.919.000,00 0,00 100,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 302.887.843.170,00 280.309.019.225,00 (22.578.823.945,00) 92,55
1.3.6 Pendapatan Lain-Lain 244.517.784.000,00 244.516.395.597,00 (1.388.403,00) 100,00
2 BELANJA 1.985.978.421.527,00 1.900.173.326.953,73 (85.805.094.573,27) 95,68
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.095.949.639.695,00 1.061.381.605.213,97 (34.568.034.481,03) 96,85
2.1.1 Belanja Pegawai 645.989.277.245,00 618.736.656.131,27 (27.252.621.113,73) 95,78
2.1.2 Belanja Bunga 6.700.000.000,00 6.695.990.019,00 (4.009.981,00) 99,94
2.1.3 Belanja Subsidi 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 100,00
2.1.4 Belanja Hibah 80.956.260.750,00 80.542.851.550,00 (413.409.200,00) 99,49
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 6.531.504.300,00 6.531.503.247,70 (1.052,30) 100,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 344.622.597.400,00 344.615.668.997,00 (6.928.403,00) 100,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 9.950.000.000,00 3.058.935.269,00 (6.891.064.731,00) 30,74
2.2 BELANJA LANGSUNG 890.028.781.832,00 838.791.721.739,76 (51.237.060.092,24) 94,24
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JUMLAH (Rp)

BERTAMBAH / (BERKURANG)

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

NOMOR URAIAN
PERUBAHAN HsASt (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6
2.2.1 Belanja Pegawai 32.658.844.500,00 31.103.888.882,00 (1.554.955.618,00) 95,24
2.2:2 Belanja Barang dan Jasa 404.521.457.465,00 367.108.436.400,98 (37.413.021.064,02) 90,75
2.2.3 Belanja Modal 452.848.479.867,00 440.579.396.456,78 (12.269.083.410,22) 97,29

SURPLUS / (DEFISIT) 12.322.779.955,00 97.497.676.390,18 85.174.896.435,18 791,20
3 PEMBIAYAAN DAERAH )
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 19.371.720.045,94 19.371.720.045,94 0,00 100,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 19.371.720.045,94 19.371.720.045,94 0,00 100,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 31.694.500.000,94 31.684.951.235,00 (9.548.765,94) 99,97
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.544.500.000,94 2.544.500.000,00 (094) 100,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 29.150.000.000,00 29.140.451.235,00 (9.548.765,00) 99,97

(12.322.779.955,00)

(12.313.231.189,06)

9.548.765,94 99,92

0,00

85.184.445.201,12

85.184.445.201,12 0,00

prified by Sim(ld
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